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l. Undang-Undnng '1011101 25 I ahun ~007 tenrnng Penanarnan i\!od.il 
(Lembaran :slc-gara Republi], lndoncsia Tahon ::?007 Nomor 67. lamb:1hnn 
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1 Undang-L'ndung Noiuor 11 Inhun '..'.008 tcnrang Keterbukann lntonnas! 
Publik (L.:111bara11 'leg.ira Repubhk Indonesia fah1111 1008 ,omur <,I. 
'lmubahan Lembnran :slc!:nra Rcpublik Indonesia Nomor .JS.16). 
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-1. Pcraturan Pe111.:r1111:ih ~omor 61 Tahun 20 IO tcntang l'elak,:11111.111 l ndang- 
1.'ndang '\!ornor I.J Iahun '!OOS tcnrang Kcterbukaan lnfornur-i Puhhk 
(Lcmbarau 'Jcgarn Repubhk Indonesia ·, ahun ::urn 1'u111nr 99. T.1111b:1han 
I .embaran Negara Republik Indonesia 1\omor 51-19): 

'i. Peraturan Pr esiden 1\omor 90 ·1 ahun 2007 1.-ntang Badar; Koordinasi 
Pcnanaman Modal: 

6. Peraiuran Kepala B:1LIA11 Koordinasi Pcnaruunan .\.futlnl Nomor 90:SK:2007 
t1.·11rnng (.)r~a11b.1si dan I ntn Kcrja Badan Koor.lmasi l'enan:unnn vlodnl 
sebauaunana tclah diubnh bebcrapa kah rerakhir denean Peraturnn K<•p,11.i 
Badnn Koordinasi Penanamnn Modal Nomor I Tahun ~011. 

: n bahwn dengan bcrlnkuuva l 'ndang-! n<l:,ng N,..111111r 1-1 Taln111 '.O!JS t~mang 
Keterbuknnn Inform;,,, Pubh], dan dnlnm 1-nngk:t melaksanak.m ketcntunn 
Pn~al '.! I Pcraturau l'em~rintah 'lonrnr 61 Tahun 20 IO tentanu Pclaksanaan 
l ndang-Undang 'vomor l -1 T ahun :::008. perlu disu-un pedoman p,:nr<'lol:1.111 
informasi publik di lingktmgnn Badon Koordinasi Pcnamunnn 1\·ludal: 

b. bahwa berdasarkan pcrumbangan scbngaimana dimuksud dulam hunn' a. 
dipan.lanu pcrlu mcnetapkan Pertuurun Kcpalu Badan Koordinasi Pcnanaman 
i\ lodul tcntang Pedoruun Pe111;dnl.m11 lnforma-i Publik di l.i11~l..111g;:n 0:1Jan 
Koordinasi Penannman .\loJ.11: 
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RAD ... 

Dalam Peraturan ini yang dirnaksud dengan : 

I. lnformasi adalah ketcrangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, 
rnakna, dan pesan, haik data, fakra rnaupun penjclasannya yang dapat dilihar, didengar, dan 
dibaca. yang disajikan dalam bcrbagai kernasan dan format sesuai dcngan perkcmbangan 
teknologi infonnasi dan kornunikasi sccarn elektronik ntau nonelckrronik. 

2. lnformasi Publik adalah inforrnasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola. dikirim dan/atau 
diterimn oleh Badan Koordinasi Pcnanaman l\lodal (DKP:Vl) yang bcrknitan dcngan 
penyelenggara dan pcnyclenggaraan negara scna informasi lain yang berkaitan. 

3. Dokumen adalah data, cataian dan/atau keterangan yang dibuat dan/aicu diterirna oleh DKPM 
dalam rangka pelaksanaan kegiatannya. baik tcrtulis di aias kcrtas atau sarana lainnya maupun 
terckam dalarn bcntuk apapun. yang dapat dilihat, dibaca atau didcngar. 

4. Pejabat Pcngelola lnforrnasi dan Dokumentasi Uiama. yang sclanjutnya discbut PPID Utarna, 
adalah pejabat yang rnengoordinasikan kegiatan pengelolaan informasi publik dr lingkungan 
BKPM. 

5. Pcjabat Pengclola lnformnsi dan Dokumentasi Pctaksana, )ang selanjutnya disebut PPIL) 
Pelaksana, adalah pejabat yang melaksanakan kegiatan pengelolaan informasi publik di 
lingkungan BKPi\l. 

6. Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasl, yang selanjumya disebut Sekreiaris 
PPIO, adalah pejabai yang melaksanakan kegiatan administrusi pengelolaan informasi publik di 
lingkungan RKPM. 

7. Klasifikasi adalah pengelompokan informasi dan dokumen secara sisiematis berdasarkan 
kategori sebagnimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tcnrang 
Keterbukaan lnforrnasi Publik. 

8. Pelayanan lnformasi adalah layanan yang diberikan oleh BKPM kepada pcngguna intormasi 
publik. 

9. Pcngguna Intorrnasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik scbagaimana 
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1-1 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 
Publik. 

10. Pcmohon lnformnsi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang 
mengajukan perrnintaan informasi publik sebagaimnna dirnaksud dalam Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 2008 teruang Keterbukaan lnformasi Publik. 

Pas11l I 

BAD I 
KF.TENTUAN UMUt'vl 

PtHATUll<\ K.EPALA RADAN KOURnlNASI PENANAI\IAN 
~[00.\L TENTA ·c PF.n0:\1AN PENGF.LOLA.-\ 1 INFORI\IASJ 
rusr.nc m Ll!'iGKIJNGAN BADAN KOOHlllNASI P~~NAN,\~IAN 
i\fODAL. 

Mcncrapkan 

J\I F.I\ I UTUS KAN : 

- 2 



Bagian ... 

(I) Organisasi Pelaksann Pengelolaan Infonnasi Publik di lingkungan BKPM tcrdiri aias: 
a. Tim Pertimbangan Pclayanan Intoimasi: 
b. PPID urama: 
c. PPID Pelaksana; dan 
d. Sekretaris PPID. 

(2) Tim Pcnimbangan Pelayanan lnformasi, PPID Utama, PPIO Pelaksana dan Sekretaris PPID 
sebagairnana dimaksud padn ayat (I) ditctapkan dengan Keputusan Kepala BKPM. 

Pasal 4 

BAB Ill 
OR(;ANISASI PELAKSAJ\,\ 

Pengelolaan informusi publik di lmgkungan RKPM mclipuii kegiaian: 
a. penycdiaan; 

b, pengklasifikasian; 

c. pcngujian konsekuensi; 
d. pendokumentasian; 
e. pclayanan; dan 

I, penyelesaian keberatan dan sengketa inlormasi, 

Pasal 3 

(I) Maksud dari Pcraturan ini adalah untuk rnengatur pengelolaan infonnasi publik di lingkungan 
BKPf\l. 

(2) Tujuau dari Pcrnturan ini adalah sebagai pcdoman bagi sernua pihak yang berkaitan dengan 
informasi publik di lingkungan UK PM. 

BAD II 
MAKSUD. TUlUt\N DAN RUAN<, LINUKIIP 



Bagian ... 

(I} PPID Utama rnernpunyai iugas rncngoordinasikan kegiaian pengelolaan informasi puhlik di 
lingkungan l3KPM mencakup kegiatan pcnyediaun, penyimpanan. dan pelay a nan infonnasi 
publik. 

(2) PPID lJtama mcnyelengarakan fungsi : 
a, koordinasi penghimpunan informasi dan dokumen dari scluruh uni! kcrja setingkat Eselon JI 

di lingkungan BKP;,.,1; 
b. koordinasi penyelcksian dan pcngklasifikasian informasi dan dokurncn yang dikatcgorikan 

sebagai informasi terbuka umuk publik, 
c. koordinasi penataan dnn penyirnpanan informasi dan dokurnen; 
d. koordinasi pengujian konsekucnsi terhadap informasi dan dokumcn yang dikecualikan umuk 

publik; 

e. koordinasi pelayanan informasi kepada pcmohon informasi publik; 
f. koordinasi penyclesaian sengketa pclayanan informasi; 

g. koordinasi pengawasan dan pcngcvalunsian pelaksanaan kegiatan pengelolaan inlormasi 
publik di lingkungan BKPM. 

{3) Dalam mclaksanakan tugas dan fungsi, PPID Utama bertanggung jawab kepada Tim 
Pertimbangan Pelayanan lnformasi. 

Pasal 6 

Bagian Kedua 
PPID Ltama 

(1) Tim Pcrtimbangan Pelayannn Inlonnasi mernpunyai tugas memberiknn penimbangan, arahan 
kepada PPIU Utarna dalam pengelolaan dan pelayanan inforrnasi dan dokumen di lingkungan 
AKP1'1. 

(2) Tim Pertimbangan Pelayanan lnfonnasi rncnctapkan informasi dan dokumcn yang wajib 
disediakan dan dikecualikan untuk publik. 

(3) Tim Pertimbangan Pelayanan lnformasi mernpunyai fungsi : 

a. pemberian arahan dan pertimbangan alas pengelolaan informasi publik di lingkungan 
l3KPM; 

b. pcnerapan informasi yang wajib disediakan dan dikccualikan untuk publik bcrdasarkan 
usulan PP10 Utarna; 

c. pcngarnbilan kepurusan rerhadap sengkcra informasi dan pcnyelesaian masalah bcrdasarkan 
usulan PPID Utama. 

Pasal 5 

Bagian Pertama 
rim Pertimbangan Pelayanan lnformasi 
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b. informasi ... 

(I) lnformasi publik yang wajib discdiakan dan diumumkan secara berkala rncliputi : 
a. infonnasi yang berkaitan dengan organisasi dan rata laksana BKPM: 

Pasal 9 

BAA IV 
JE;-J!S lNFOR~IASl 

(I) Sekreiaris PPllJ meluksanakuu kcgiatan administrasi pengelolaan inlormasi puhlik di 
lingkungan HKPM. 

(2) Sekrcraris PP!I) rnenyclenggarnkan fungsi : 
a. pengumpulan informasi yang telah diverifikasi olch setiap unit kerja setingkat Eselon II di 

lingkungan 8KPM; 
b. pengidcnrifikasian dan pcngklasiliknsian berdasarkan kategorl: 
c. penyimpanan informasi dan dokumcn; 

d. pengadrninistrasian pelayanan informasi publik. 

(3) Dalam rnclaksanakan rugas dan fungsi, Sekretaris PPID bcnanggung jawab kcpada l'PID 
Uiama 

Pasal 8 

Bagian Kccmpat 
Sekrctaris PPID 

{ l) PP!D Pclaksana mernpunyai rugas melaksanakan kcgiatan pengelolann informasi publik di 
lingkungan HK Pl-- 1 

(2) PP!D Pelaksana mcnyclengarakan fungsi : 
a. pelaksanaan penyediaan informasi publik: 
b. pclaksanaan penyimpanan infonnasi publik: 
c. pelaksanaan penanganan sengkcta pelayanan iuformasi 

(3) Dalam pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPll) Pelaksana icrdiri atas : 

a. PP!D Pclaksana bidang Pcngelolaan dan Pelayanan lnformasi: 

b. PPID Pelaksana bidang Dokumentasi dan Arsip; 
c. PPID Pelaksana bidang Penyelesaian Sengkcia, 

(4) Dalam mclaksanakan iugas dan fungsi. l'PID Pclaksana benanggung jawab kepada PPID 
Utarna 

P.1sal 7 

Baginn Kcriga 
PP!D Pclaksana 



Bagian ... 

Mekanisme Pengclolnnn lnformasi Publik mehputi : 

a. mekanisrnc pengelolaan informasi yang wajib disediakan dan diumurnkan secara berkala; 
b. mekanisrne pengclolnan informasi yang wajib terscdia setiap saat; 
c. rnckanisme pclaynnan inforrnasi. 

Pasal JO 

Bagian Pemuna 
Mekanisme Pcngelolaan lnformasi Publik 

RAO V 
PENGELOI.A/\N INFOR.\IASI PUBLIK 

b. informasi mengcnai kegratan dnn kincrja DKPr\l: 
c. informasi mengenni laporan keuangan. 

(2) lnformasi publik yang wajib tersedia setiap saat rncliputi : 
a. daftnr scluruh informasi publik yang bcrada di bawah penguasaan BKPI\I. iidak tcrmasuk 

informasi yang dikccualikan: 
b. keputusan Kepala RKPl\1 dan latnr bclakang pertimbangannya yang dinyatakan terbuka 

untuk umum; 
c. seluruh kebijakan Kepala BKPl\·i bcrikut dokurncn pendukungnya yang dinyatakan terbuka 

untuk Ulll\1111; 

<l. rencana kerja program/kegiaian, rermasuk pcrkiraan anggarannya: 
e. pcrjanjian JIKPM dengan pihak kctiga yang dinyatakan tcrbuka untuk 1111111111; 

f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Kcpala BKPM dalarn pertcmuan yang terbuka 
untuk 1111111111: 

g. prosedur kerja yang berkaitan dcngan pclayanan masyarakm: 
h. laporan peluyanan informasi publik sebagaimana diatur Undang-Undang. 

(3) lnformasi yang dikccualikan : 
a. infonnasi sebagaimana diatur dalarn Paso! 17 clan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 1-l 

Tahun 2008: 

b. informasi yang telah melalui merode uji konsekuensi bahaya ynng dilcngkapi dengan nji 
kcpentingan publik dan mempunyni implikasi dari sisi politik. ekonomi, sosial budaya. dan 
pertahanan keamanan. 
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b. mcnetapkan ... 

(I) PPID IJtama: 

a. mengumpulkan informasi dan dokumcn yang diminta oleh pemohon informasi; 
b. menyampaikan informasi dan dokumen sebagairnana dimaksud pada huruf a kcpada Tim 

Pertimbnngan Pclaynnan lnformnsi untuk mendapatkan penetapan; 
c. mcnyediakan informasi dan dokumen yang telah mcndapat penctapan dari Tim 

Penimbangan Pelayanan lnformasi kepada pemohon informasi; 
d. rnclakukan uji konsekuensi dalam hal informasi dan dokumen yang diminra oleh pcmohon 

informasi tcrmasuk kategori infonnasi yang dikecualikan. 
(2) Tim Pertimbangan Pelayanan lnforrnasi : 

a. melakukan pertimbangan terhadap infonnasi dan dokurncn yang disampaikan oleh PPID 
Utarna; 

Pasal 12 

Bagiau Keriga 
Mckanisrnc Pengelolaan lnformasi 
Yang Wajib Tersedia Seriap Sam 

( I) Sctiap unit kerja sctingkat Eselon II: 
a. mcngumpulkan informasi dan dokumen terknit dengan tugas don fungsinya: 
b. melakukan verifikasi ams informasi d.111 dokumen: dan 
c. menyarnpaikan informasi dan dokumcn kepada Sekretaris PPIO. 

(2) Sekretaris PPIL> : 
n. mengadiministrasikan informasi don dokumen yang ditcrirna dari seluruh unit kerja 

setingkat Eselon II; 
b. rncnyampaikan kepada PPIO litama 

(3) PPID Utama dan PPID Pelaksana : 
a. mengoordinasikan dengau PPID Pclnksanu: 

b. menyeleksi dan mengklasifikasi inforrnasi don dokumen: 
c. mcnyampaikan inlormasi dan dokumen kepada Tim Penirnbangan Pclayanan Informnsi 

untuk mendaputkan penctapan; 
d, mengumumkan inlounasi dan dckumen yang telah mendapat pencrapan dari Tim 

Pertimbangan Pelayancn lnformasi. 

Pasal 11 

Bagian Kcdua 
Mekanisme Pengelolaan lnformasi 

Yang Wajib Disediakan dan Diumumknn Secora Berkala 

. i . 



BJ\13 ... 

e. jika ~~1intaan_ inform:3-~i ~apa1 dipenuhi, maka dalam surat pcmberitahuan dicantumkan 
maten informasi yang diberikan, format informasi (soft copy atau data tertulis); 

f. jika pcrmintaan infonnasi ditolak. iuaka dalarn surat pcmberitahuan dicantumkan alasan 
pcnolnka? b<.:r~asnrkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kc1erbukaan 
lnfom1as1 Puhhk. 

(3) S . emua pcm1mtaan informasi melalui media elek,ronik, tidak tenulis atau yang tertulis dicatat 
umuk keperluan pdaporan. 

(I) lnformasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan sccara bcrkala dilakukan paling 
singkat 6 (enarn) bulan sekali. 

(2) lnformasi publik yang wajib tersedia setiap saat diatur sebagai berikut : 

a. pelayanan inlormasi tcrhadap permintaan secara iertulis : 
I. pemohon infonnasi puhlik mengajukan pcrmintaan informnsi secara tertulis kcpnda 

PPID Utama; 
2. PPID menerima permohonan informasi dan mclakukan pencatman permintaan informasi 

dari pernohon intormasi publik pada buku register perrninraan informasi secara rertulis 
dan rncmberikan tanda bukti perrnohonan intormasi kcpada pcmohon informasi. 

b. pelayanan lntormasi tcrbadap permintaan secara tidak tertulis : 
I. pemohon inforrnasi publik rncngajukan permintaan informasi sccara ridak tertulis kepada 

PPID Ltama: 
2. PPIU menerima penuohonan informasi dan melakukan pencatatan pcrmintaan informasi 

dari pemohon informasi publik pada buku register perrnintaan inforrnasi secara tidak 
tenulis dan melakukan kontirmasi kcpada pcmohon informasi mengcnai kcbcnaran data 
pernohon dan pcngguna informasi: 

3. apabila pada saat konfirmasi dilakukan ditcmukan ketidakscsuaian data pemohon dnn 
pengguna. maka petugas pelayanan inforrnnsi bcrhak untuk tidak melayani permintaan 
informasi. 

c. sclambat-larnbatnya dalarn waktu 10 hari kerja sejak pcrmohonan tenulis atau tidak tertulis 
ditcrirna, PPll) Utama menanggapi permintaan inforrnasi melalui pcmberitahuan rertulis 
dengan penjelasnn bahwa pcnnintaan informasi dipenuhi, permintaan informasi ditolak, atau 
perpanjangan waktu pemberitnhuan pcrmohonan informasi yang dapat dipenuhi atau 
ditolak: ' 

d. jika PPID Ut~mn mernbutuhkan perpanjangan waktu, maka selambat-Iarnbatnya 7 (tnjuh) 
hari kerja SCJak ranggapan pertama sebagaimana diatur pada huruf c, PPIU Urama 
memberitahukan secara tcrtulis disertai denzan alasan: - ' 

Pasal 13 

Bagian Keernpat 
Mckanisrnc Pelayanan luformasi 

h. menetapkan informasi dan dokumen scbagaimana dimaksud pada huruf a sebagai informnsi 
yang dapat disediakan kepadn pemohon inforrnasi atau inforrnasi yang dikecualikan. 

. 8 . 



(6) Pemohon ... 

(1) Pengajuan kcberatan dibuat secara tenulls dan ditujukan kcpada Tim Pertirnbangan Pelayanan 
lniormasi. 

(2) PPID Utarna mcncatat pcngajuan keberaian dalam buku register kcberatan dan menyampaikan 
kepada Tim Pertimbangan Pelayanan Inforrnasi, 

(3) Tim Pertirnbangan Pclayanan lnforrnasi mernberikan ranggapan dalam bentuk keputusan 
tertulis kcpada pcmohon informasi publik yang rnengajukan keberatan selarnbat-lambatnya 30 
(tign puluh) hari sejak dicaratnya pengajuan keberatan terscbut dalam buku register kcberatan. 

(4) Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (I) me mum : 
a. tanggal pembuatan Surat tanggapan atas keberatan; 

b. nomor surat tanggapan aias keberatan; 
c. tanggapan/jawaban tertulis Tim Pertimbangan Pelayanan lnformasi ams kebcratan yang 

diajukan; 

d. perintah Tim Pertimbangan Pelayanan lnforrnasi untuk rnemberikan scbagian atau seluruh 
inforrnasi publik yang dirninta dalam hal kebcraran diterirna; dan 

e. jangka waktu pelaksanaan perintah sebagaimana dimaksud pada huruf d. 
(5) PPID Utama melaksanakan keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf ti 

pada saat ditetapkannya kepumsan tertulis tersebut, 

Pasal 15 

Bagian Kedua 
Mekanisme Kcberatan 

Pemohon informasi publik berhuk mcngajukan kcberaian, apabila PPIO Utama : 
a. menolak mernbcrikan informasi publik yang bersifat terbuka; 
b. tidak mcnyediakan informasi berkala: 

c. iidak menanggapi pcnnohonan inforrnasi publik; 
d. permohonan informasi publik ditanggapi tidak sebagaimana yang dimima; 
c. ridak memenuhi permohonan informasi publik: 
f. pcnyarnpaian informasi publik melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan ini. 

Pasnl I ·I 

Bagian Pcnama 
Pengajuan Kebcratan 

fii\0 VI 
KI::.fiER.A fAN OAJ\ SENGKETA INFURM,\SI 
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RAO ... 

PPI(') Uiama wajib mclaporkan kepada Tim Pcrtimbanuan Pelayanan lnformasi : 
a, jurnlnh permintaan informasi yang diterima: 
b. waktu yang diperlukan DKl'/'.I dalam memeuuhi setiap permintaan infonnasi: 
c. jurnlah pemberian dan pcnolakan pcrmintaan inforrnasi: 
d. ulasan penolakan penuintaan informasi: 
c. jurnluh kcberatan don penyclcsaian sengketa, 

Pasal 17 

BAB Vll 
PEl.,\POR.-\N 

( 1) Scngkeia informasi diselesaikan olch PPID Urnrna dcngan dibantu oleh PPID Pclaksana. 
(2) PPID Pelaksana sesuai bidang tugasnya mernberikan: 

;1. penirnbangan hukurn kepada PPIL> Utama yang akan rnenolak mernbcrikan iufonnasi yang 
tidak sesuai dengan kctentuan peraturan perundang-undangan, 

b. pertimbangan hukum kepada Tim Pertimbangan Pclayanan lnformasi aras kebcratan yang 
disampaikan pernohon dan/aiau pengguna informasi. 

c. pendampingan dan bantunn hukum atas scngkeia informasi yang diajukan kcpada Komisi 
lnfonnasi, baik melalui mediasi maupun ajudikasi nonlitigasi. 

d. pcndampingan dan bantuan hukum alas sengkcta informasi yang diajukan kepada 
Pengadilan Tata Usaha Negara dnn Mahkarnah Agung. 

Pasal 16 

Bagian Ketiga 
Penyelcsaian Scngketa 

(6) Pcmohon infonnasi publik y ang mengajukan kcberatan yang tidak puas dengan keputusan Tim 
Pertirnbangan Pelayannn lnformasi berhak mengajukan pcrmohonan penyclcsaiun sengkcta 
informasi publik kepada Komisi lnfonnasi Pusat selambat-larnbatnva 14 (empat belas) hari 
kerja sejak ditcrimanya keputusan Tim Pertimbangan Pclayanan lnformusi. 

• IO 



Salinan sesuai dcngan asliny a 
Sckremriat Utama BKP\ I 
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Diundangkan di Jakarta 
pada ton~!lal 19 . \gustus '.!O 11 
\l['.'JTCRI lll;K\;1\.1 D:\:--1 H . .\t-.. ASASI \l,\'.'JUSI.\ 
REl'LHI IK 11'00!\F.Slt\. 

(,JT,\ IR,\ \V:\N \\'IRJA WA:"J 

u.l, 

KF.P.\L\ 13:\D.\1' KOORDl:"JASI l'E'.\.WA \I..\ 'l 1\IOD.\L. 

I litet;ipkan di Jakarta 
pada ianggal 18 Agustus .,011 

. \gar sciiap orang rnengctuhui. mcmcnntahknn pengundangnn Peraturan ini dengan pcncmpatannya 
dal.1111 Betita Negara Republik Indonesia. 

Peraturan ini mulai bcrlaku pada rnnm;nl ditetapkan . 

PasJI 18 

RAfl VIII 
KETE1'TUAN l'l::,IL I UP 
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